KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1992
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN
TATA KERJA BIRO PUSAT STATISTIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya beban tugas dan semakin
pentingnya peranan Biro Pusat Statistik dalam menunjang kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu menyempurnakan kembali
kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Biro Pusat Statistik;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
1992 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik, maka kedudukan, tugas, fungsi,
susunan organisasi, dan tata kerja Biro Pusat Statistik, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran Negara Tahun
1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun
1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2048);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi Biro Pusat
Statistik (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS,
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BIRO PUSAT STATISTIK.

1)

()

BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1
Biro Pusat Statistik yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat
BPS, adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
BPS dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPS mempunyai tugas:



melakukan kegiatan statistik yang ditugaskan kepadanya oleh Pemerintah, antara
lain di bidang pertanian, agraria, pertambangan, perindustrian, perhubungan,
perdagangan, kependudukan, sosial, ketanagakerjaan, keuangan, pendapatan
nasional, pendidikan, dan keagamaan;

atas nama Pemerintah melaksanakan koordinasi dilapangan kegiatan statistik dari
segenap Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah dengan tujuan
mencegah dilakukannya pekerjaan yang serupa oleh dua atau lebih instansi,
memajukan keseragaman dalam penggunaan definisi, klasifikasi, ukuran-ukuran
dan lain-lain;

mengadakan daya upaya agar masyarakat menyadari akan tujuan dan kegunaan
statistik.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPS
menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data,
dan analisis di bidang statistik produksi dan kependudukan, serta bidang statistik
distribusi dan neraca nasional;

pembinaan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan statistik dengan departemen dan
instansi lainnya dalam mengembangkan berbagai jenis statistik yang diperlukan,
serta pelaksanaan kerjasama di bidang statistik dengan lembaga/organisasi lain
baik di dalam maupun di luar negeri;

penyajian data kepada Pemerintah dan masyarakat dari hasil kegiatan statistik
produksi dan kependudukan, serta statistik distribusi dan neraca nasional secara
berkala baik dari hasil penelitian sendiri maupun dari data sekunder;
penyebarluasan statistik melalui berbagai cara baik langsung maupun tidak
langsung;

pengelolaan keuangan, kepegawaian dan organisasi, perlengkapan dan
perbekalan, pengendalian serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan
BPS.

BAB I
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi BPS terdiri dari:

a.

b
C.
d.
e

Kepala;

Wakil Kepala;

Deputi Administrasi;

Deputi Perencanaan dan Analisis Statistik;
Depuiti Statistik Produksi dan Kependudukan;



(1)
)

(1)
()

Deputi

Deputi Statistik Distribusi dan Neraca Nasional,
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Statistik;
Perwakilan BPS di Daerah;

Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua
Kepala dan Wakil Kepala

Pasal 5

Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Kepala mempunyai tugas :

a. memimpin BPS sesuai dengan tugas dan fungsi BPS serta membina

aparatur BPS agar berdayaguna dan berhasilguna;

b. menentukan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang statistik yang secara
fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan umum yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah;

C. membina dan melaksanakan koordinasi dengan departemen dan instansi
lainnya dalam mengembangkan berbagai jenis statistik yang diperlukan,
serta melaksanakan kerjasama di bidang statistk dengan

lembaga/organisasi lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 6

Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Wakil Kepala BPS mempunyai tugas :

a. membantu Kepala dalam membina dan mengembangkan administrasi BPS

agar berdayaguna dan berhasilguna;

b. membantu Kepala dalam mengkoordinasikan tugas-tugas Deputi, Pusat

Pendidikan dan Pelatihan Statistik, dan Perwakilan BPS di Daerah;
C. mewakili Kepala dalam hal Kepala berhalangan;
d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Ketiga
Deputi Administrasi

Pasal 7

Administrasi adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan dan
pelayanan administrasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala.

Deputi

Pasal 8

Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan,



kepegawaian dan organisasi, perlengkapan dan perbekalan, pengendalian serta
memberikan pelayanan administrasi di lingkungan BPS.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi Administrasi
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang pembinaan umum dan pelayanan administrasi di
lingkungan BPS;
b. pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, serta penyebarluasan

statistik kepada masyarakat;

C. pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi, dan tatalaksana;
d. pengelolaan perlengkapan dan perbekalan untuk mendukung tugas dan fungsi
BPS;
e. pengendalian pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPS;
f. pelaksananan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.
Pasal 10

Deputi Administrasi terdiri dari:

a. Biro Umum;

b. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
C. Biro Perlengkapan dan Perbekalan;
d. Biro Pengendalian.

Bagian Keempat
Deputi Perencanaan dan Analisis Statistik

Pasal 11

Deputi Perencanaan dan Analisis Statistik adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan
fungsi BPS di bidang perencanaan dan analisis statistik, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 12

Deputi Perencanaan dan Analisis Statistk mempunyai tugas menyelenggarakan
pembinaan kegiatan perencanaan program dan metodologi statistik, sistem informasi
statistik, pengolahan hasil sensus, survai, dan data sekunder, serta menyelenggarakan
analisis statistik.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi
Perencanaan dan Analisis Statistik menyelenggarakan fungsi:



a. penyusunan Kkebijakan di bidang perencanaan, sistem informasi statistik,
pengolahan data, serta analisis, dan pengembangan statistik;

b. penyusunan perencanaan program dan metodologi statistik dalam rangka
pelaksanaan sensus, survei, maupun data sekunder;

C. penyusunan data-base statistik, sistem diseminasi data dan informasi statistik
lainnya dalam rangka penyusunan sistem informasi statistik;

d. pengolahan hasil sensus, survei, dan data sekunder baik secara manual maupun
komputer;

e. penyusunan analisis dan pengembangan teknik statistik;

—h

pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.
Pasal 14

Deputi Perencanaan dan Analisis Statistik terdiri dari :

a. Biro Perencanaan Program dan Metodologi;
b. Biro Sistem Informasi Statistik;

C. Biro Pengolahan Data;

d. Biro Analisis dan Pengembangan.

Bagian Kelima
Deputi Statistik Produksi dan Kependudukan

Pasal 15

Deputi Statistik Produksi dan Kependudukan adalah unsur pelaksana sebagian tugas
dan fungsi BPS di bidang statistik produksi dan kependudukan, yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 16

Deputi Statistik Produksi dan Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan
pembinaan kegiatan statistik pertanian, industri, konstruksi, pertambangan dan energi,
kesejahteraan rakyat, serta statistik demografi dan ketenagakerjaan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Statistik

Produksi dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang pelaksanaan kegiatan statistik pertanian, industri,
konstruksi, pertambangan dan energi, kesejahteraan rakyat, serta statistik
demografi dan ketenagakerjaan;

b. pelaksanaan kegiatan statistik pertanian, industri, konstruksi, pertambangan dan
energi, kesejahteraan rakyat, serta statistik demografi dan ketenagakerjaan;
C. peningkatan mutu data statistik pertanian, industri, konstruksi, pertambangan dan

energi, kesejahteraan rakyat serta statistik demografi dan ketenagakerjaan



sehingga makin lengkap, akurat, dan tepat waktu;

d. penyerasian, pemeliharaan sistem, dan peningkatan kecermatan data statistik
pertanian, industri, konstruksi, pertambangan dan energi, kesejahteraan rakyat,
serta statistik demografi dan ketenagakerjaan dengan yang dikeluarkan oleh
Instansi Pemerintah;

e. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 18

Deputi Statistik Produksi dan Kependudukan terdiri dari:
Biro Statistik Pertanian;

Biro Statistik Industri;

Biro Statistik Kesejahteraan Rakyat;

Biro Statistik Demografi dan Ketenagakerjaan.

apop

Bagian Keenam
Deputi Statistik Distribusi dan
Neraca Nasional

Pasal 19

Deputi Statistik Distribusi dan Neraca Nasional adalah unsur pelaksana sebagian tugas
dan fungsi BPS di bidang statistik distribusi dan neraca nasional, yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 20

Deputi Statistik Distribusi dan Neraca Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan
pembinaan kegiatan statistik harga dan keuangan, perdagangan dan jasa, serta neraca
nasional.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Deputi Statistik Distribusi

dan Neraca Nasional menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan di bidang pelaksanaan kegiatan statistik harga dan
keuangan, statistik perdagangan dan jasa, neraca produksi, serta neraca
konsumsi dan akumulasi;

b. pelaksanaan kegiatan statistik harga dan keuangan, perdagangan dan jasa,
penyusunan neraca produksi, serta penyusunan neraca konsumsi dan akumulasi;
C. peningkatan mutu data statistik harga dan keuangan, perdagangan dan jasa,

neraca produksi, serta neraca konsumsi dan akumulasi, sehingga makin lengkap,
akurat dan tepat waktu;

d. penyerasian, pemeliharaan sistem dan peningkatan kecermatan data statistik
harga dan keuangan, perdagangan dan jasa, neraca produksi, serta neraca
konsumsi dan akumulasi dengan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah;



e.

pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 22

Deputi Statistik Distribusi dan Neraca Nasional terdiri dari:

apop

1)

(@)

Biro Statistik Harga dan Keuangan,;
Biro Statistik Perdagangan dan Jasa;
Biro Neraca Produksi;

Biro Neraca Konsumsi dan Akumulasi.

Bagian Ketujuh
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Statistik

Pasal 23

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Statistik yang selanjutnya disebut Pusdiklat
Statistik, adalah unsur penunjang tugas dan fungsi BPS di bidang pendidikan dan
pelatihan statistik, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala.

Pusdiklat Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 24

Pusdiklat Statistik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan
statistik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(1)
()

3)

(4)

Bagian Kedelapan
Perwakilan BPS di Daerah

Pasal 25

Perwakilan BPS di Daerah adalah Instanasi Vertikal BPS.

Pada tingkat Propinsi dapat dibentuk Perwakilan BPS yang disebut Kantor Statistik
Propinsi, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sedangkan secara teknis dan administratif
bertanggung jawab kepada Kepala.

Pada tingkat Kabupaten/Kotamadya dapat dibentuk Cabang Perwakilan BPS yang
disebut Kantor Statistik Kabupaten/Kotamadya, yang pelaksanaan tugas dan
fungsinya dikoordinasikan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I,
sedangkan secara teknis dan administratif bertanggung jawab kepada Kepala
Kantor Statistik Propinsi.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan
oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara dan
Menteri/Sekretaris Negara.
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Pasal 26

Dalam rangka pelaksanaan operasional di lapangan, pada tingkat Kecamatan
dapat diadakan seorang atau lebih petugas sebagai Mantri Statistik.

Jumlah petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disesuaikan
dengan beban kerja.

Mantri Statistik dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Camat
setempat, sedangkan secara teknis dan administratif bertanggung jawab kepada
Kepala Kantor Statisatik Kabupaten/Kotamadya.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 27

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPS, di lingkungan BPS
dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT.

UPT adalah unit teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dalam
rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPS.

Pembentukan UPT ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur Negara dan Menteri/Sekretaris Negara.

BAB IlI
TATA KERJA

Pasal 28

Semua unsur di lingkungan BPS dalam melaksanakan tugasnya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
BPS sendiri maupun dalam hubungan antar Instansi Pemerintah.

Setiap pimpinan satuan oraganisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan diwajibkan mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB IV
PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

Kepala dan Wakil Kepala adalah jabatan eselon la.

Deputi adalah jabatan eselon Ib dan setinggi-tingginya eselon Ia.

Kepala Biro dan Kepala Pusat adalah jabatan eselon lla.

Kepala Kantor Statistik Propinsi adalah jabatan setingkat eselon II.

Kepala Kantor Statistik Kabupaten/Kotamadya adalah jabatan setingkat eselon Ill.



(6)

(1)
(2)
3)
(4)

(5)
(6)

1)
(@)

3)

Pejabat Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 30

Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

Pejabat eselon Il diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Sekretaris Negara atas
usul Kepala.

Pejabat eselon IIl ke bawah diangkat diberhentikan oleh Kepala.

Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPS dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik regional bagi Pemerintah
Daerah, penyediaan dana dan fasilitasnya dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setempat.

BPS dapat menerima dana dari pihak lain dalam rangka kerjasama yang dapat
dipergunakan untuk pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPS, dan yang
tatacara penerimaan dan pengeluarannya dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan
BPS ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara dan
Menteri/Sekretaris Negara.

Pasal 33

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 januari 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992



